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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku debt collector yang sesuai 
dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan cara menghadapi perilaku 
premanisme yang dilakukan debt collector dalam penagihan hutang. Metode 
penelitian menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka dan bersifat deskriptif. 
Sumber data terdiri dari data sekunder yakni sumber hukum primer, sekunder dan 
tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, 
kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan aturan 
hukum debt collector mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia, dimana 
penggunaan jasa  pihak  ketiga  ini  diperbolehkan,  hal  ini  sebagaimana  
tercantum  dalam  Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012 perihal 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu. 
Dalam bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, 
Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang terdapat di 
butir VII.D angka 4 Surat Edaran tersebut, yakni debt colector diwajibkan 
menggunakan identitas resmi dan dilarang menggunakan cara ancaman, serta hal-
hal yang dapat merugikan debitur. Hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi 
debt collector yaitu ajak bicara baik-baik, jangan lupa tanyakan identitas 
resminya, pertahankan objek jaminan dan laporkan polisi apabila bertindak 
memaksa karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum pidana. 
 
Kata kunci: debt collector, etika dan norma, perspektif hukum 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the behavior of debt collectors in accordance with 
the role of law in Indonesia and how to deal with the behavior of thuggery 
committed debt collector in debt collection. The method of research using 
normative legal approach method that is done by researching the literature or 
secondary material and is descriptive. The data source consists of secondary data, 
namely primary, secondary and tertiary law sources. Methods of data collection 
through literature study and interview, then the data were analyzed qualitatively. 
The results of the research indicate the role of law of debt collectors referring to 
Surat Edaran Bank Indonesia, where the use of these third party services is 
allowed, as stated in Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012 
concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activity. In 
collaboration with credit card collection company, APMK Issuer is obliged to pay 
attention and fulfill the provisions contained in point VII.D number 4 of this 
Circular Letter, the debt colector is required to use the official identity and 
prohibited to use threats, as well as things that can be detrimental to the debtor. 
Things to consider in the face of debt collectors is to talk well, do not forget to ask 
the official identity, keep the object of guarantee and report the police if the act of 
forcing because the action is an act against the criminal law. 
 
Keywords: debt collector, ethics and norms, legal perspective 
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1. PENDAHULUAN 
Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat 
suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang 
mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek, 
yaitu pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi dan pihak yang berhak 
atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah 
dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan 
kewajibannya atau tidak melaksanakan suatu prestasi, hal inilah yang disebut 
keadaan wanprestasi. 
Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur ”karena 
kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu 
wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena 
debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena 
salahnya.
1
 Wanprestasi ini memiliki akibat yang sangat penting, oleh karena itu 
harus diketahui terlebih dahulu apakah benar di antara pihak yang melakukan 
perjanjian itu ada melakukan cidera janji atau tidak. 
Adanya kasus kredit bermasalah adalah debitor telah dianggap 
mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh 
tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada 
pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah yang di 
dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang 
bermasalah adalah kredit macet. 
Kredit macet atau problem loan adalah suatu keadaan dimana debitur baik 
perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada 
waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah 
dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran 




Bullet Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar 
dan kredit diragukan; atau 
                                                           
1R. Subekti, 1979. Hukum Perjanjian, Cet. Ke-IV, Jakarta: Pembimbing Masa, hal. 59. 
2Siswanto Sutojo, 1997, Mengenai Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus, Jakarta: 
Pustaka Binaman Persindo, hal. 331. 
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Bullet Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar 
dan kredit diragukan; atau 
Bullet Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, 
telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan 
Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti 
rugi kepada perusahaan asuransi kredit. 
 
Bank Indonesia mencatat rasio kredit macet atau non-performing loan 
(NPL) perbankan meningkat, yakni menjadi 3,1 persen per Januari 2017. Kartu  
kredit  yang  sudah  macet  akan menimbulkan masalah  baru  bagi pemiliknya 
dan bagi pihak bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada umumnya yang 
terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan hutang kartu kredit  yang  
macet.  Nasabah  sering  merasa  keberatan  apabila  sudah  terjadi jatuh tempo 
penagihan kartu kreditnya yang macet. Nasabah merasa keberatan apabila    dalam    
proses    penagihan    kredit    macetnya dilakukan    dengan menggunakan  jasa  
pihak  ketiga  (debt  collector). 
Debt   collector sebagai   pihak yang   dikuasakan   oleh   bank   untuk 
menagih  hutang  kartu  kredit  konsumen  pada  dasarnya  bekerja  sesuai  dengan 
target  yang  diamanatkan  oleh  bank  penerbit  kartu  kredit  kepada  badan  
usaha tersebut. Debt  collector di sini  merupakan  badan  usaha  yang  bekerja  
sama dengan  lembaga  perbankan  jika  terjadi  masalah  penunggakan  hutang  
dalam pelunasan  tagihan  kartu  kredit,  yang  pada  intinya  bank  tidak  ingin  
adanya wanprestasi dalam perjanjian pemberian kartu kredit. 
Campur tangan debt collector dalam penagihan hutang, dan kuasa yang 
diberikan oleh pihak bank kepadanya, membuat para debt collector seringkali 
melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan 
dalam penagihan hutang kepada nasabah, sehingga menimbulkan kerugian bagi 
nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. Saat ini begitu banyak kasus yang 
terjadi di masyarakat tentang perbuatan debt collector yang melawan hukum, 
seperti  mengintimidasi, melakukan   penekanan,   pengancaman,   dan   teror. 
Sehingga membuat profesi debt collector ini menjadi pokok pembicaraan 
masyarakat, sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas, mulai dari 
kewenangan, kuasa, serta perilaku menurut kode etiknya. 
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Pada dasarnya jika mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No.  
14/17/DASP/2012  penggunaan  jasa  pihak  ketiga  ini  diperbolehkan,  dan 
keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu pengaturan 
kerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.  
13/25/PBI/2011  tentang  Prinsip  Kehati-hatian  bagi  Bank  Umum  yang 
Melakukan  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Pihak  Lain  
dan Peraturan  Bank  Indonesia  No.  14/2/PBI/2012  tanggal  6  Januari  2012 
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Bank   Indonesia   No.   11/11/PBI/2009 
tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  Dengan  Menggunakan 
Kartu (APMK). 
Penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam penagihan hutang 
dapat menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  akibat  ketidak profesionalan 
dalam melaksanakan tugasnya. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
mempunyai tujuan untuk mengetahui perilaku debt collector yang sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengetahui bagaimana cara 
menghadapi perilaku premanisme yang dilakukan debt collector dalam penagihan 
hutang. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian antara lain (1) Manfaat 
Teoritis, yakni sebagai bahan untuk menambah wawasan serta pemahaman hukum 
debt collector terhadap kredit macet yang sesuai aturan yang berlaku, dan cara 
menghadapi perilaku premanisme debt collector dalam penagihan hutang yang 
terjadi di masyarakat; (2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
membantu dalam memberi masukan serta untuk menerapkan pengetahuan agar 
masyarakat megetahui bagaimana proses penagihan debt collector terhadap kredit 
macet yang sesuai dengan hukum yang berlaku, serta cara mengatasinya. 
 
2. METODE  
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka
3
 dan bersifat 
deskriptif. Sumber data terdiri dari data sekunder yakni sumber hukum primer, 
sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, 
kemudian data dianalisis secara kualitatif. 
                                                           
3Soerjono Soekanto, 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hal. 13-14. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perilaku Debt Collector dalam Penagihan Hutang Kredit Macet Sesuai 
Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia 
Pertama, Pengaturan jasa pihak ketiga (Debt Collector) di Indonesia. Pada 
dasarnya jika mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia penggunaan jasa  pihak  
ketiga  ini  diperbolehkan,  hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam  Surat Edaran 
Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat  
Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu. Namun  untuk  melakukan  hal  ini, 
terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada Ketentuan butir VII.D angka 
4  Surat  Edaran  tersebut,  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  bekerja sama  
dengan perusahaan   penyedia   jasa   penagihan   Kartu   Kredit, Penerbit APMK 
wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. 
Ada pula ketentuan yang mengatur tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi 
Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 
Kepada Pihak Lain pada bagian Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan 
Pekerjaan Penagihan Kredit yang disebutkan bahwa: (1) Cakupan penagihan 
kredit yang dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk 
penagihan kredit tanpa agunan dan utang kartu kredit; (2) Penagihan kredit yang 
dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas 
macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset Bank 
Umum; (3) Perjanjian kerjasama antara bank dan PPJ harus dilakukan dalam 
bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja; dan (4) Bank wajib memiliki 
kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
4
 
Kedua, Pelaksanaan Penagihan Hutang sesuai Standard Bank Indonesia. 
Sehubungan dengan penggunaan jasa pihak lain (debt collector) dalam melakukan 
penagihan kartu kredit, Bank Indonesia sudah memberikan pengaturan hukum 
melalui PBI Nomor 11/11//2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dalam Pasal 17 ayat (5) disebutkan: 
“Penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu 
                                                           
4Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, Bab VI. Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan 
bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum 
Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada bagian 
Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit, Jakarta: Otoritas Jasa 
Keuangan, hal. 140-142 
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kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan 
jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Surat Edaran 
Bank Indonesia.” 
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DADP Perihal 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 
mengatur penagihan dengan jasa pihak lain. Ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi. Dalam kaitannya dengan kolektibilitas, Surat Edaran Bank Indonesia 
No. 7/60/DASP tertanggal 30 desember 2005 menetapkan kolektibilitas kredit 
industri kartu kredit terbagi dalam lima tahap. Yakni lancar, dalam perhatian 
khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.  
Ketiga, Praktik Debt Collector di Lapangan. Saat ini di Indonesia 
seringkali terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jasa pihak 
ketiga (debt collector). Suatu tindakan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum 
jika memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Unsur-
unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH 
Perdata.
5
 Adapun  bentuk-bentuk  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan 
oleh jasa pihak ketiga (debt collector) pada umumnya yaitu: (1) Menyita barang 
dengan paksa, (2) Melakukan penganiayaan, (3) Teror melalui telepon maupun 
mendatangi secara langsung, (4) Pencemaran nama baik seseorang.
6
 
Debt Collector  atau penagih hutang akrab ditelinga masyarakat, tapi 
banyak yang belum sadar bahwa hampir semua Bank menggunakan jasa para debt 
collector itu yang nota bene terdiri para preman. Ada kolaborasi antara kalangan 
perbankan dengan preman debt collector ini yang terdiri atas beberapa jaringan 
dan dikendalikan internal security dari masing masing Bank. Menghadapi para 
penunggak kredit perbankan, cara kerja mereka antara lain obyek yang akan 
didatangi di telepon dulu. Biasanya mereka telah memiliki nomor telepon rumah. 
Pada tahap ini mulai ada ancaman bila si penunggak kredit tidak memberikan 
respons yang memadai. Sering juga para Debt collector itu mendatangi rumah 
sasaran tanpa menelpon lebih dahulu dan langsung mengintimidasinya. Mereka 
lantas "main hakim sendiri" menyita apa saja untuk dijadikan jaminan. Ulah 
                                                           
5
Munir Fuady, 2005. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Jakarta: PT. 
Citra Aditya Bakti, hal. 10. 
6Ibid., hal. 61-62. 
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preman seperti inilah yang disoroti pakar hukum bahwa persoalan yang masuk 
lingkup perdata dikondisikan para Debt collector menjadi masalah Pidana. 
Belakangan, perilaku preman Debt collector itu mulai menyimpang. Ada pula 
penunggak yang secara teratur tiap bulan mencicil kreditnya. Tapi di luar dugaan 
didatangi dan diancam Debt collector. Kejadian semacam ini lahir dari kolaborasi 
"orang dalam" Bank dengan Debt Collector. Dengan demikian kita pun bertanya, 
apakah data Bank menyangkut debiturnya yang sangat rahasia itu bisa bocor ke 
preman Debt Collector? Para Bankir perlu tahu bahwa rata-rata para Debt 
Collector itu berpendidikan pas pasan dan kurang cerdas. Makanya solusi yang 
ditempuhnya dilapangan bukan dengan menggunakan otak tapi otot. Apapun 
dalihnya, mempekerjakan preman untuk satu tujuan yang berimplikasi kekerasan 
adalah melanggar hukum dan HAM. Angka pengangguran di Indonesia saat ini 
sangat tinggi. Kalau Debt Collector itu dianggap suatu profesi maka siapun yang 
ingin bekerja disini kalau dia orang baik-baik siap merubah mentalnya menjadi 
preman. Atau dengan kalimat lain dapat juga disebut, suburnya premanisme itu 
karena ada juga kontribusi dari kalangan perbankan.  
Keempat, Permasalahan tentang Tugas Debt Collector. Berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Agus Supriyadi, salah seorang 
pegawai Bank swasta di Madiun pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 pukul 16.00-
17.00 bahwa adanya pihak ketiga yaitu debt collector yang dipekerjakan sebagai 
penagih hutang oleh Bank. Beliau menjelaskan Bank mulai memakai debt 
collector setelah pihak internal Bank tidak mampu lagi menangani permasalahan 
nasabah yang ada di lapangan, terutama dalam masalah hutang kredit macet. 




Kebijakan untuk melibatkan pihak ketiga dalam menangani konsumen-
konsumen  yang menunggak  dilakukan  Bank   setelah  prosedur  dan  upaya  
yang dilakukan pihak Collector  reguler dalam kurun waktu  tertentu  tidak 
menunjukkan hasil. Ketidakberhasilan  ini bisa dikarenakan  faktor  kurang 
kerasnya usaha yang dilakukan  Collector  reguler,  bisa  juga  karena  tingkat  
kesulitan  yang  tinggi  dari permasalahan  yang  ada pada  konsumen yang 
                                                           
7Agus Supriyadi, Pegawai Bank, Wawancara Pribadi, Madiun, 19 Oktober 2017, pukul 16:00 
WIB. 
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menunggak  tersebut,  sehingga  Bank tidak mau mengambil resiko mulurnya 
penyelesaian kredit macet tersebut. Dalam setiap kerjasama dengan pihak debt 
collector Bapak Agus menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Bank sudah sesuai  
MoU jadi semua ada perjanjiannya. Dan yang pasti juga sesuai dengan Peraturan 
Perbankan yang ada. Jadi pihak debt collector tidak dapat bertindak sepihak, harus 
sesuai prosedur yang telah diperjanjikan. 
Debt collector yang diambil dari penyedia jasa penagih hutang, biasanya 
sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya. Jadi 
ketika pihak Bank menggandeng para debt collector, pihak Bank tinggal 
melakukan perjanjian dengan penyedia jasa. Sehingga tinggal pihak Bank 
memberikan tugas ke pada debt collector untuk dijalankan. Debt collector yang 
resmi adalah debt collector yang bersertifikat, dan yang pasti sudah harus tau 
aturan hukumnya. Menurut penulis saat ini masih begitu banyak debt collector 
yang melakukan tugasnya dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur. Pak 
Agus menjelaskan memang tidak dapat di pungkiri adanya perilaku yang tidak 
sesuai prosedur yang dilakukan oleh debt collector. Para debt collector yang 
melakukan pelanggaran langsung di putus kontrak oleh Bank, dikarenakan 
dampak yang telah dilakukan hanya membuat nama Bank menjadi tercoreng. Dan 
apabila permasalahan yang dilakukan sudah masuk ranah pengadilan, maka Bank 
sebagai pihak yang memberikan kuasa juga ikut bertanggung jawab atas 
permasalahan yang ada. Pak Agus menceritakan bahwa Bank di tempat beliau 
bekerja pernah mempekerjakan debt collector yang diambil dari penyedia jasa 
penagih hutang. Debt collector tersebut melakukan penagihan di luar prosedur 
yang telah ditentukan Bank, sehingga pihak nasabah merasa dirugikan dan 
mempermaslahkannya ke jalur hukum. Pihak Bank pun tidak tinggal diam, debt 
collector tersebut langsung diputuskan kontraknya.
8
  
Adanya faktor yang mendorong para debt collector melakukan tidakan 
diluar aturan, seperti imbalan yang cukup menjanjikan dari pihak bank. Seperti 
yang dijelaskan Pak Agus bahwa Bank memberikan imbalan tergantung 
permasalahan tingkat kemacetan dan nilai tunggakan. Beliau menuturkan bahwa 
para debt collector bisa mendapatkan imbalan antara 30% sampai 50% dari hasil 
                                                           





 Hal inilah yang menurut penulis mampu menjadi pendorong dari debt 
collector untuk melakukan berbagai cara untuk menlancarkan tugasnya. 
Walaupun ada faktor lain juga seperti halnya faktor internal dari Bank, yang tidak 
diungkapkan oleh narasumber dikarekan privasi perusahaan.  
 Sebagai  pihak  yang  diberi  tugas  berdasarkan kesepakatan,   tentunya 
ada  imbalan yang akan diterima oleh debt collector atas penyelasaian  tugas  yang  
dikuasakan  kepadanya.  Negoisasi  besar  kecilnya  imbalan/fee  yang  akan  
diterima  oleh  debt  collektor  biasanya  tergantung  dari tingkat  kesulitan  dan  
resiko  yang  dihadapi.  Imbalan  atau  disebut  "succes  fee" baru  diberikan  oleh  
Bank  setelah  debt  collector  berhasil  melaksanakan tugasnya. Debt Collector 
yang ditugaskan Bank untuk menagih hutang, hanya terpacu pada bagaimana cara 
mereka agar bisa mendapatkan uang yang ditagih. Dalam perjanjian kerjasama 
dengan debt collector, antara pihak pengguna jasa debt collector dengan debt 
collector itu sendiri terjadi transaksi bagi hasil. Jadi apabila debt collector berhasil 
melakukan penekanan atau pemaksaan kepada pihak yang berhutangn dan bisa 
membayar hutang secara langsung ke pihak jasa debt collector, maka debt 
collector tersebut akan mendapatkan bagian 30% sampai 50% dari jumlah tagihan 
yang berhasil ditagih oleh debt collector. Sehingga hal tersebut yang melatar 
belakangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. 
Disini penulis juga melakukan wawancara kepada Endri salah satu pihak 
yang pernah berurusan dengan debt collector di Boyolali pada hari Jumat, 20 
Oktober 2017 pukul 13.00-14.00, bahwa ada debt collector yang melakukan 
tugasnya tidak sesuai dengan aturan. Endri menceritakan bahwa awalnya ketika 
narasumber sedang ada diperjalanan tiba-tiba ada debt collector yang menunggu 
di jalan dan narasumber langsung dipepet dan dipaksa ikut ke kantor.
10
 Adanya 
praktek pemaksaan yang dilakukan debt collector sudah menyalahi aturan karena 
disini debt collector tanpa terlebih dalulu melakukan konfirmasi atau 
menghubungi pihak yang bersangkutan. 
Narasumber menjelaskan bahwa karena tidak ada pilihan lain beliau 
terpaksa ikut ke kantor. Di sana narasumber di minta untuk segera melunasi 
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hutangnya yang telah jatuh tempo, apabila tidak segera melunasi maka barang 
yang menjadi jaminan akan diambil oleh pihak Bank. Yang narasumber ketahui 
bahwa cara penagihan kredit macet berbeda-beda, ada yang cara penagihannya 
lebih kejam dari apa yang pernah beliau alami.
11
 Penulis beranggapan bahwa 
dengan adanya debt collector dalam penagihan kredit macet sangatlah merugikan 
bagi para nasabah. Selain menganggu kenyamanan, cara yang dilakukan sangatlah 
tidak etis. Menghadang di jalan tanpa adanya pemberitahuan oleh pihak debitur 
terlebih dahulu dan melakukan pemaksaan. Narasumber mengharapkan adanya 
aturan yang telah ada saat ini dipatuhi dan diterapkan dengan sunguh-sungguh 
oleh para pihak pengguna jasa. Agar masyarakat tidak merasa terancam 
dikarenakan kredit macet yang dialami. Pemerintah juga harus lebih selektif 
dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para perusahaan perbankan, agar 
tidak ada kegiatan-kegiatan di luar aturan yang sudah ditentukan, supaya tidak 
hanya merugikan masyarakat yang kedudukannya menjadi para menunggak 
kredit. Karena sebenarnya hal itu hanyalahmenjadi  permainan Bank saja.  
Hasil wawancara ini sudah memperjelas bahwa adanya praktek 
premanisme yang dilakukan oleh para debt collector. Hal ini yang perlu diketahui 
oleh pembaca yang mempunyai masalah kredit macet, ataupun yang tidak untuk 
lebih berhati-hati dalam bertindak.  
3.2 Cara Menghadapi Perilaku Premanisme Debt Collector 
Disini debt collector hanya berperan sebagai pihak ketiga yang membantu 
Bank dalam penyelesaian penagihan hutang kredit macet.   Debt collector banyak 
diminati oleh perusahaan keuangan dikarenakan  caranya yang lebih cepat dan 
efisien. Berbeda dengan penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan, opsi ini 
cenderung memakan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal. Sehingga pilihan 
termudah jatuh kepada debt collector. 
Apabila debitur sudah berhadapan dengan debt collector ada beberapa hal 
yang dapat dilakukan, antara lain: (1) Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa anda 
memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera 
mungkin apabila sudah ada maka akan melakukan pambayaran bahkan jika 
dimungkinkan akan melakukan pelunasan; (2) Usir jika tidak sopan. Apabila debt 
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collector datang dan berlaku tidak sopan maka konsumen berhak mengusir, 
karena konsumen berada di rumah sendiri; (3) Tanyakan identitas. Identitas dapat 
berupa kartu karyawan, atau surat kuasa bagi eksternal. Ini sangat penting guna 
menghindari debt collector ilegal yang berkeliaran. Bila terpaksa harus melakukan 
pembayaran kepada debt collector (yang diberi kewenangan secara tertulis) 
mintalah kuitansi atau bayarlah langsung ke kantor apabila dirasakan anda tidak 
percaya pada debt collector yang datang; (4) Janjikan pembayaran sesuai 
kemampuan dan kepastian, tetapi apabila tidak ada yang diharapkan terhadap 
kepastian dan kemampuan, maka jangan berjanji walau di bawah tekanan (janji 
lama tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset);  
(5) Pertahankan unit kendaraan atau objek jaminan. Hal ini sangat penting, 
mengingat kendaraan adalah milik anda, sesuai dengan STNK dan BPKB (bagi 
yang membeli motor/mobil secara cicilan melalui lembaga keuangan) sedangkan 
hubungan konsumen dan lembaga keuangan/Bank/Koperasi/Kartu Kredit adalah 
utang-piutang => hukum Perdata BUKAN Pidana => Polisi DILARANG 
menangani permasalahan utang, sesuai UU Kepolisian, hal ini perlu ditegaskan 
karena biasanya pihak Finance/Bank/Koperasi akan melaporkan konsumen 
dengan tuduhan penggelapan; (6) Laporkan polisi. Apabila debt collector 
bertindak memaksakan kehendak untuk menarik kendaraan/jaminan, karena 
tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum PIDANA, maka datanglah ke 
kantor polisi terdekat, dan buatlah laporan Tindak Pidana (TP) perampasan 
kendaraan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 368 KUHP dan Pasal 365 ayat (2), 
(3) dan (4) juncto Pasal 335 KUHP. Karena yang berhak untuk melakukan 
eksekusi adalah pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan 
harus membawa surat penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri; dan  
(8) Mintalah bantuan hukum. Apabila anda dirasakan tidak mampu menyelesaikan 
masalah ini, maka dapat meminta bantuan hukum kepada LPK (Lembaga 
Perlindungan Konsumen), KOMNAS PK-PU (Komnas Perlindungan Konsumen 
dan Pelaku Usaha) terdekat atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) 
pada kantor Dinas Perdagangan setempat. 
Tindakan para debt collector dan perusahaannya yang sebenarnya adalah 
ilegal semakin marak saja dilakukan mulai dari tindakan anarki dan tindakan halus 
namun dengan ucapan yang sedikit mengancam agar tidak disangka melakukan 
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tindakan anarki. Yang intinya adalah sama yaitu menekan para pemegang kartu 
kredit yang memang sedang mengalami krisis keuangan di Indonesia. 
Apabila debt collector tetap melakukan penyitaan atau pengambilan secara 
paksa barang-barang milik debitur/nasabah secara melawan hukum maka yang 
bersangkutan ataupun keluarganya dapat melaporkan debt collector tersebut ke 
polisi. Perbuatan debt collector tersebut dapat dijerat dengan tuduhan pencurian,
12
 
atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
13
 Terlepas dari hal 
itu debitur/nasabah tetap wajib melunasi hutang-hutangnya, dikarenakan pihak 
Bank berhak mengajukan somasi dan menggugat yang bersangkutan ke 
pengadilan atas dasar wanprestasi. Salah satu hal yang dapat dituntut dari pihak 
yang wanprestasi, yaitu pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.  
Sebagai informasi, nasabah itu dilindungi hukum dan undang-undang, 
serta pihak kepolisian. Hukum dan UU digunakan untuk mengajukan pernyataan 
ketidakmampuan lewat pengacara khusus kartu kredit, dan kepolisian digunakan 
sebagai senjata menghadapi para debt collector. Dengan menggunakan pengacara 
khusus kartu kredit, Bank  dan PT debt collector-nya akan sangat hati-hati dalam 
melakukan penagihan. Jika ada perbuatan tidak menyenangkan, bahkan berupa 
verbal sekalipun, konsumen bisa menuntut Bank lewat pengacara tersebut. Debt 
collector itu memang tugasnya menagih hutang terus-menerus sampai berhasil 
biasanya melakukan dengan berbagai cara. Mereka punya protokol untuk tidak 
melakukan kekerasan fisik atau perampasan. Jika mereka lakukan itu, mereka bisa 




Pertama, perilaku debt collector dalam penagihan hutang kredit macet 
sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Etika dan norma yang harus 
diperhatikan oleh para debt collector pada dasarnya mengacu pada Surat  
Edaran Bank Indonesia. Bahwa penggunaan jasa  pihak  ketiga  ini  
diperbolehkan,  hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam  Surat Edaran Bank 
Indonesia No. 14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat  
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Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu. Dalam bekerja sama dengan 
perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib 
memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang terdapat di butir VII.D angka 4 
Surat Edaran tersebut. Debt colector diwajibkan menggunakan identitas resmi, 
dan dilarang menggunakan cara ancaman, serta hal-hal yang dapat merugikan 
debitur. Masih begitu banyak di lingkungan masyarakat pelaksanaan penagihan 
hutang yang dilakukan oleh pihak debt collector tidak mematuhi aturan-aturan 
dalam klausul standar kontrak tentang pokok-pokok etika penagihan yang sudah 
ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti melakukan intimidasi, penekanan, dan 
teror. Ulah preman seperti inilah yang disoroti pakar hukum bahwa persoalan 
yang masuk lingkup Perdata dikondisikan para Debt Collector menjadi masalah 
Pidana. 
Kedua, cara menghadapi perilaku premanisme debt collector. Setiap Bank 
yang mempekerjakan Debt Collector dalam penagihan hutang di lapangan harus  
dibekali dengan aturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP/2012. 
Dalam hal ini karena bank yang melakukan perikatan dengan debt collector, maka 
sebelum debt collector yang di pekerjakan terjun ke lapangan bank diwajibkan 
memberi bekal tata cara dan etika debt collector saat melakukan penagihan. Bank 
harus sudah memastikan bahwa debt collector yang mereka pilih sudah 
mendapatkan pelatihan yang cukup, dan telah memiliki sertifikat. Adanya 
pembekalan pelatihan terhadap debt collector diharapkan dapat mengurangi 
tingkat premanisme debt collector di lapangan. Hal yang perlu diperhatikan 
masyarakat dalam menghadapi debt collector yaitu, ajak bicara baik-baik, jangan 
lupa tanyakan identitas resminya, pertahankan objek jaminan, dan laporkan polisi 
apabila debt collector bertindak memaksa karena tindakan tersebut merupakan 
perbuatan melawan hukum pidana. 
4.2 Saran 
Pertama, sebenarnya dalam penggunaan jasa  pihak  ketiga yaitu debt 
collector diperbolehkan, sebagaimana  tercantum  dalam Surat Edaran Bank 
Indonesia No. 14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat  
Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu, tidak lupa dengan menerapkan 
prinsip kehati-hatian dalam hal mematuhi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku terkait dengan pokok-pokok etika penagihan. Tetapi alangkah lebih bijak 
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sebaiknya antara kreditur atau bank lebih mengutamakan mediasi dengan cara 
baik-baik, sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan 
tanpa harus melibatkan pihak ketiga yang dapat merugikan salah satu pihak 
terutama pihak debitur. Apalagi perilaku debt collector yang premanisme 
mmembuat keresahan di masyarakat akan keberadaannya. Dari permasalahan 
yang awalnya perdata bisa menjadi pidana karena tindakan debt collector yang 
telah melawan hukum terhadap para debitur  
Kedua, dari pihak bank sebaiknya lebih selektif  lagi dalam melakukan 
penyaluran dana kepada para nasabah seperti halnya kartu kredit dan kredit tanpa 
anggunan sebelum melakukan perjanjian. Dan para nasabah sebaiknya lebih teliti 
dan berhati-hati sebelum melakukan perjanjian kredit yang diajuakan oleh bank. 
Serta jangan mudah tergiur oleh segala sesuatu yang terlihat praktis dan mudah, 
yang sebenarnya hanyalah permainan perbankan belaka. 
Ketiga, adanya pengawasan khusus pemerintah terhadap aktivitas bank di 
Indonesia. Peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen 
untuk bisa lebih mengawasi  tindakan perbankan yang menggunakan jasa pihak 
ketiga (debt collector). Jadi baik pemerintah maupun OJK lebih bertindak tegas 
dalam menerapkan sanksi terhadap bank ataupun debt collector sebagai pihak 
yang bersangkutan yang melanggar hak-hak konsumen yang telah dirugikan. 
Kalaupun dalam penggunaan debt collector di dunia perbankan 
diperbolehkan, alahkah lebih baiknya ada peraturan khusus yang menyoroti 
keberadaan, tugas, serta periku debt collector itu sendiri,. Dikarenakan saat ini 
perusahaan penyedia jasa debt collector masih berstatus ilegal. Serta perlunya 
sosialisasi terhadap masyarakat awam yang belum mengerti hukum, supaya 
mengetahui bahwa konsumen itu dilindungi hukum, dan debt collector 
mempunyai batasan, dalam aturan penagihan hutang. 
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